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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2010
TENTANG

TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM
BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum dapat
menjadi dasar hukum untuk memberikan pelayanan
administrass Perseroan Terbatas yang optima kepada
masyarakat, sehingga perlu diganti;
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Mengingat

Menetapkan :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas
Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan
Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia.

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor

M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisas dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-10.0T.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas
Manusa Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang
Organisas dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak
Asas Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS
MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN
PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA
DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang serta peraturan pelaksanaannya.
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Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Pemohon adalah Direks Perseroan, Notaris, kurator atau likuidator.
Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia.
Pasal 2
Menteri mengumumkan Perseroan dalam:
a. Berita Negara Republik Indonesia; dan
b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Direktur Jenderal Administrass Hukum Umum.

Pasal 3

Pengumuman Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebaga mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ameliputi:

a. pembubaran Perseroan;
b. rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; atau
c. berakhirnya status badan hukum Perseroan.

Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indones a sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri mengena
pengesahan badan hukum Perseroan;

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri
mengenal persetujuan perubahan anggaran dasar yang memerlukan
persetujuan; dan/atau

c. akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diterima
pemberitahuannya oleh Menteri.

Pasal 4

Pengumuman mengena pemberitahuan pembubaran Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memuat:

a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b. namadan alamat likuidator;

c. tata carapengguan tagihan; dan

d. jangka waktu pengaguan tagihan.
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